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MOTTO 

“Belajarlah dari yang lalu untuk ke depan yang lebih baik.” 

 

“If you can’t fly, run. If you can’t run, walk. Today we will survive. 

If you can’t walk, crawl. Even if you have to crawl, gear up!.” 

(Jika kamu tidak bisa terbang, lari. Jika kamu tidak bisa berlari, 

jalan. Hari ini kita akan bertahan. Jika kamu tidak bisa berjalan, 

merangkak. Bahkan jika kamu harus merangkak, bersiaplah!). 

-BTS: Not Today- 

 

 

“Jangan pernah menyerah pada mimpi yang telah kamu kejar hampir 

sepanjang hidupmu” 

-Park Jimin– 
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ABSTRAK 

EKA NUR KHARISMA, Implementasi Good Corporate 

Governance (GCG) Dalam Pencegahan Fraud di Desa 

Wonopringgo Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. 

 

Komitmen Desa Wonopringgo dalam menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi 

menjadikannya terpilih sebagai salah satu percontohan desa anti 

korupsi di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini menilai sejauh mana 

prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) telah diterapkan 

dalam tata kelola pemerintahan desa guna mengurangi potensi 

kecurangan. 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan 

teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan 

dokumentasi untuk menggali implementasi Good Corporate 

Governance (GCG) di desa ini.  Penelitian ini menggunakan analisis 

dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil 

dari penelitian ini yaitu bahwa prinsip Good Corporate Governance 

(GCG), yaitu TARIF (Transparancy, Accountability, Responsibility, 

Indenpedency, Fairness) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Desa diterapkan sebaik mungkin oleh pemerintah 

desa Wonopringgo. Termasuk keterlibatan masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan serta pemanfaatan teknologi informasi untuk 

meningkatkan akses terhadap data keuangan desa. 

Terdapat hambatan dalam implementasi Good Corporate 

Governance (GCG), seperti: sebagian masyarakat yang mudah 

terpancing, dan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan oleh 

pemerintah desa serta adanya perubahan anggaran. Namun dapat diatasi 

lebih mudah karena adanya komitmen kepala desa dan perangkat desa, 

dukungan dan pengawasan dari masyarakat, serta dukungan teknologi 

dan digitalisasi. Dengan implementasi Good Corporate Governance 

(GCG) pemerintah desa Wonopringgo mendapat surat pernyataan 

bahwa selama tiga tahun ke belakang tidak ada aparatur desa yang 

terjerat tindak pidana korupsi. 

 

Kata kunci: Good Corporate Governance, Partisipasi Masyarakat, 

Desa Anti Korupsi. 
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ABSTRACT 

EKA NUR KHARISMA, Implementation of Good Corporate 

Governance (GCG) in Fraud Prevention in Wonopringgo Village, 

Wonopringgo District, Pekalongan Regency. 

 

The commitment of Wonopringgo Village to creating clean 

governance that is free from corrupt practices has made it selected as 

one of the examples of anti-corruption villages in Pekalongan Regency. 

This study assesses the extent to which the principles of Good 

Corporate Governance (GCG) have been applied in village governance 

to reduce the potential for fraud.  

This research is included in the type of qualitative research with 

data collection techniques in theform in interviews, observations, and 

documentation to explore the implementation of Good Corporate 

Governance (GCG) in this village. This study uses analysis with data 

reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of 

this study are that the principles of Good Corporate Governance 

(GCG), namely TARIF (Transparency, Accountability, Responsisbility, 

Indenpendence, Fairness) which refers to Law Number 6 of 2014 

concerning Villages are implemented as well as possible by the 

Wonopringgo village government. Including community involvement in 

the decision-making process and the use of information technology to 

improve access to village financial data. 

There are obstacles in the implementation of Good Corporate 

Governance (GCG), such as some people who are easily provoked, and 

the large amount of work that must be done by the village government 

and changes in the budget. However, it can be overcome more easily 

because of the commitment of the village head and village officials, 

support and supervision from the community, and support for 

technology and digitalization. With the implementation of Good 

Corporate Governance (GCG), the wonopringgo village government 

received a statement that for the past three years no village officials 

have been caught in corruption. 

 

Keywords: Good Corporate Governance, Community Participation. 

Anti-Corruption Village 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini 

adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 

158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik 

Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk 

menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa 

Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa 

Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman 

transliterasi itu adalah sebagai berikut. 

1. Konsonan 

Fonemkonsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

di  lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian 

dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan 

tanda ,dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.  

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan  huruf 

Latin: 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif ا
tidak 

dilambangkan 
tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر



 

xv 

 

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad Ș ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 Ain ʼ koma terbalik (di atas) ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 ء
Hamza

h 
ˋ Apostrof 

 Ya Y Ye ي

 

2. Vokal 

Vokal 

Tunggal 

Vokal 

Rangkap 

Vokal 

Panjang 

 = aَ ا   = ā أ 
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 = iَ ا  = ai َا ي  = īإي 

 = uَ ا  = au َا و  = ūأ و 

 

3. Ta Marbutah 

Ta marbutahhidup dilambangkan dengan /t/. Contoh: 

 ditulis   mar’atunjamīlah مرأةجميلةَ

Ta marbutahmati dilambangkan dengan /h/. Contoh:  

 ditulis  fāṭimah  فاطمة

4. Syaddad (tasydid, geminasi) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, 

dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan 

dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 

tanda syaddah itu. Contoh: 

 ditulis  rabbanā  ربنا

 ditulis  al-birr  البرَ

5. Kata sandang (artikel) 

Kata sandang dalam tulisan arab dilamlbanhkan dengan 

huruf yaitu  ال namun dalam trnasliterasi ini kata sandang itu 

dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah 

dan kata sandang yang diikuti huruf qomariyah. 

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah Kata 

sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan 

dengan bunyinya, yaitu huruf/1/diganti dengan huruf yang 

sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 

itu. 

2. Kata sandang yang diikuti dengan huruf qomariyah Kata 

sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan 

sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai 

dengan bunyinya. 
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3. Baik huruf Syamsiyah dan Qomariyah kata sandang ditulis 

terpisah dari katayang mengikuti dan dibandinhkan dengan 

tanda sempang. 

Contoh: 

 ditulis  asy-syamsu  الشمسَ

 ditulis  ar-rajulu  الرجل

 ditulis  as-sayyidah  السيدة

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diikuti 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 

sempang. Contoh: 

 ditulis  al-qamar  القمرَ

 ditulis  al-badīʼ  البديع

 ditulis  al-jalāl  الجلال

6. Huruf hamzah 

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. 

Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di 

akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostof /`/. 

Contoh:  

 ditulis  umirtu  أمرتَ

 ditulis  syai`un  شىء
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Desa adalah unit pemerintahan terkecil yang memiliki 

peranan strategis dalam pelaksanaan pemerintahan dan 

pembangunan di tingkat nasional. Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa berhak 

mendapatkan sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan desa. Sejak diberlakukannya 

undang-undang tersebut, alokasi dana desa dari APBN terus 

meningkat setiap tahunnya (Kementerian Keuangan, 2021). 

Namun, peningkatan dana desa ini juga diikuti dengan 

meningkatnya potensi terjadinya fraud dalam pengelolaan 

keuangan desa (Sukrisno, 2018). Besarnya nominal dana desa 

yang disalurkan pemerintah tidak menutup kemungkinan jika 

ada oknum yang menyalahgunakan penyaluran dana desa 

tersebut. Sudah banyak kasus kepala desa maupun aparatur desa 

yang tersandung kasus korupsi. Jaksa Penuntut Umum (JPU) 

Kejari Kabupaten Pekalongan, Bambang Widianto SH, Broto 

Susilo SH MH, Eko Hertanto SH dalam surat dakwaanya 

menguraikan bahwa kepala desa di salah satu desa kabupaten 

Pekalongan melakukan dugaan tindak korupsi dana desa hingga 

merugikan keuangan negara dengan nominal ratusan juta 

(PLUS, 2020). 

Fraud dalam pengelolaan keuangan desa dapat terjadi dalam 

berbagai bentuk, seperti: korupsi, penyalahgunaan wewenang, 

penyimpangan anggaran, dan tindakan kecurangan yang lainnya 

(Adi, 2020). Kasus-kasus fraud di desa tidak hanya merugikan 

keuangan desa, tetapi juga menghambat pembangunan 

infrastruktur dan pelayanan publik di desa (Astuti & Yulianto, 

2019). Penelitian yang dilakukan oleh (Susilawati, Panca 

Sarjana Putra, 2022) menjelaskan bahwa korupsi memiliki 

dampak yang sangat merugikan bagi negara dan masyarakat 

kelas bawah, serta menghambat pembangunan infrastruktur, 
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selain itu pula korupsi dapat menghancurkan beberapa sistem 

seperti: sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, 

sistem hukum, sistem pemerintahan, serta sistem tatanan sosial 

kemasyarakatan suatu negara. Mengingat besarnya nominal 

dana desa, kasus korupsi tentu menjadi ancaman tersendiri bagi 

aparatur desa. Tidak hanya rasa tanggungjawab yang besar saja 

dalam mengelola keuangan desa, namun juga harus diimbangi 

dengan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaannya (Nur Kholis, 

2020). Maka dari itu, diperlukan langkah pencegahan yang 

efektif untuk meminimalisir risiko terjadinya fraud dalam 

pengelolaan keuangan desa. 

Hingga saat ini tentu pemerintah mengerahkan berbagai cara 

untuk mengurangi kasus fraud khususnya korupsi ini. Pasal 24 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa 

pemerintahan desa dijalankan berdasarkan transparan, 

akuntabel, dan partisipatif. Implementasi Good Corporate 

Governance (GCG) merupakan salah satu strategi efektif untuk 

mencegah terjadinya tindakan fraud. Hal ini bertujuan untuk 

mencegah penyalahgunaan dana desa, meningkatkan efektivitas 

pembangunan desa, dan memastikan keterlibatan masyarakat 

dalam pengawasan keuangan desa. Menurut Forum Corporate 

Governance Indonesia (FCGI) dalam (Siti Bunga Nurjanah & 

Nida Handayani, 2023) pengertian Good Corporate Governance 

(GCG) adalah serangkaian aturan yang mengelola hubungan 

antara pemegang saham, pemangku kepentingan, kreditor, 

pemerintah, karyawan, serta berbagai pihak terkait baik internal 

maupun eksternal. aturan-aturan ini berkaitan dengan hak dan 

kewajiban masing-masing pihak, sehingga dapat diartikan 

sebagai sebuah sistem yang mengelola dan mengawasi 

operasional perusahaan. Sedangkan menurut Bank Dunia dalam 

(Rizky Dermawan, 2022) Good Corporate Governance (GCG) 

merupakan suatu kerangka yang berisi dari undang-undang dan 

peraturan yang harus diikuti, bertujuan untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan, mengelola sumberdaya secara efektif, serta 

menciptakan nilai tambah jangka panjang yang berkelanjutan 
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bagi  pemegang saham dan masyarakat luas. Adiko & Astuty 

menjelaskan bahwa Good Corporate Governance (GCG) 

merupakan proses dan struktur yang efektif dalam 

meningkatkan kinerja dan akuntabilitas perusahaan untuk 

menciptakan nilai jangka panjang, sekaligus melindungi 

kepentingan para pemangku kepentingan sesuai dengan hukum, 

moral, dan etika (Ulum & Suryatimur, 2022). Good Corporate 

Governance (GCG) mengacu pada sistem yang mengatur cara 

sebuah perusahaan dijalankan, diawasi, dan dikembangkan 

melalui aturan, praktik, dan proses yang efektif. Hal ini juga 

merupakan kerangka kerja perusahaan untuk memastikan 

akuntabilitas, keadilan, transaparansi, dan tanggungjawab dalam 

operasinya.  

Meskipun Good Corporate Governance (GCG) biasanya 

berkaitan dengan perusahaan, namun prinsip-prinsipnya dapat 

diterapkan dalam konteks pemerintahan desa. Kata kunci yang 

dapat digunakan untuk memahami Good Corporate Governance 

(GCG) adalah penetapan hak dan tanggung jawab (Maksum, 

2015). Dalam (Zahro et al., 2018) sistem Good Corporate 

Governance (GCG) yang mengatur hubungan antara pemerintah 

desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. 

Sedangkan dalam (Estuti et al., 2022) terdapat lima aspek utama 

dalam landasan prinsip Good Corporate Governance (GCG), 

yaitu: transparency (keterbukaan informasi), Accountability 

(akuntabilitas), Responsibility (tanggungjawab), Independency 

(mandiri), Fairness (keadilan). Implementasi Good Corporate 

Governance (GCG) di tingkat desa diharapkan dapat 

meningkatkan transparasi, akuntabilitas, dan partisipasi 

masyarakat. Dengan demikian, langkah ini berpotensi mencegah 

terjadinya tindakan kecurangan (Setiyawan & Suprapti, 2019) 

Desa Wonopringgo yang terletak di Kecamatan 

Wonopringgo Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu 

desa di Jawa Tengah yang telah berupaya melaksanakan 

prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Profil, 

keanggotaan, hingga laporan realisasi APBDes, BUMDes serta 
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laporan lainnya yang berkaitan dengan desa tersebut dapat 

dilihat dari situs desa Wonopringgo, hal ini menandakan bahwa 

Desa Wonopringgo telah berupaya menerapkan prinsip Good 

Corporate Governance (GCG). Desa yang memiliki penduduk 

sebanyak 2823 itu pada tahun 2023 ditetapkan sebagai desa 

yang terpilih dalam perluasan program desa antikorupsi oleh 

Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Pemerintah Kabupaten 

Pekalongan sendiri memperluas desa antikorupsi menjadi 5 desa 

di tahun 2023. Salah satu desa tersebut adalah desa 

Wonopringgo (Aristiana, 2023). 

Gambar 1.1 Bupati Pekalongan menghadiri BIMTEK desa anti 

korupsi 

 
Sumber: www.pekalongankab.go.id  

Para kepala desa serta perangkat desa dan juga beberapa 

tokoh masyarakat turut mengikuti Bimbingan Teknis 

(BIMTEK) Program Desa Antikorupsi yang dibuka secara 

resmi oleh Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Fadia meyakini 

saat ini banyak desa yang menerima dana untuk program desa 

yang dikirimkan langsung dari pusat tanpa melalui Pemkab 

Pekalongan. Mengingat banyaknya kasus korupsi yang 

melibatkan kepala desa dalam penggunaan anggaran desa, maka 

dari itu beliau mengingatkan kepada para kepala desa untuk 

menguatkan komitmen dan menyadari bahwa banyak mata yang 

memperhatikan dan mengawasi mereka (Purnomo, 2023). 

Sementara itu, Ketua tim Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) Andika Widyarto mengungkapkan, Program Desa Anti 

Korupsi berawal dari kepedulian KPK terhadap desa yang 

http://www.pekalongankab.go.id/
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menerima dana dalam jumlah yang besar pada tahun 2021 yang 

dimana sejak saat itu pula banyak pemimpin desa yang 

dilaporkan terlibat kasus korupsi (Agus, 2023). Seperti yang 

diungkapkan Friesmount Wongso selaku Ketua Tim Direktorat 

Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK dalam wawancaranya 

bahwa KPK telah mencatat ada 900 kasus korupsi mengenai 

anggaran di tingkat desa sejak 2015, sehingga tentunya menjadi 

permasalahan yang serius. Dengan adanya program 

pembangunan desa antikorupsi Friesmount sangat berharap 

bahwa kepala desa beserta perangkat desa yang lainnya 

memiliki tanggungjawab dan komitmen yang kuat bersama 

dengan masyarakat (Aji, 2023). Dalam Pasal 41 ayat (1) UU 

Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “Masyarakat dapat 

berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan 

tindak pidana korupsi”. Partisipasi masyarakat yang dimaksud 

disini melibatkan keterlibatan aktif warga dalam menjalankan 

pemerintahan yang baik, serta bebas dari praktik korupsi, 

kolusi, dan nepotisme. Hal ini dapat tercapai melalui kepatuhan 

terhadap hukum, nilai-nilai moral, dan kondisi sosial yang ada 

di masyarakat kita. Termasuk juga hak untuk menyampaikan 

usul dan pendapat berupa meminta, memperoleh, dan 

memberikan data dan informasi mengenai tindak pidana 

korupsi, serta bertanggungjawab dalam pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana korupsi (Risona Tarigan & 

Sumodiningrat, 2023). 

Mengingat desa Wonopringgo termasuk desa yang 

tergolong baru dalam program desa antikorupsi sebagai upaya 

pencegahan fraud di tingkat desa, tentu terdapat faktor 

pendukung dan juga penghambat dalam implementasi Good 

Corporate Governance (GCG) di desa tersebut. Seperti 

kurangnya pemahaman dari aparatur desa, dan minimnya 

partisipasi masyarakat (Sucipto et al., 2022). Oleh karena itu, 

diperlukan penelitian lanjutan untuk implementasi Good 

Corporate Governance (GCG) dalam pencegahan fraud di Desa 

Wonopringgo sebagai desa antikorupsi. Dengan menggunakan 
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berbagai teori terkait, seperti teori agensi, teori korupsi 

klitgaard, dan teori fraud, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pemahaman yang komprehensif tentang faktor-

faktor pendorong terjadinya korupsi di desa dan bagaimana 

Good Corporate Governance (GCG) dapat berperan dalam 

mencegah korupsi tersebut. Penelitian ini memiliki signifikasi 

dalam memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam 

upaya pencegahan korupsi di desa melalui implementasi Good 

Corporate Governance (GCG). Secara akademis, penelitian ini 

dapat memperkaya kajian tentang tata kelola pemerintahan desa 

dan pencegahan korupsi di tingkat desa. Secara praktis, 

diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi 

pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait 

lainnya dalam merumuskan kebijakan dan strategi guna 

meningkatkan Good Corporate Governance (GCG) di tingkat 

desa yang lebih baik, serta mencegah terjadinya praktik fraud 

khususnya korupsi.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apa saja langkah-langkah konkret yang telah 

diimplementasikan oleh Desa Wonopringgo dalam 

menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) 

sebagai bagian dari program desa antikorupsi? 

2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan 

dan pemberantasan korupsi di Desa Wonopringgo? 

3. Apa saja pengaruh dari implementasi Good Corporate 

Governance (GCG) dalam menurunkan tingkat korupsi di 

Desa Wonopringgo? 

4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat bagi desa 

Wonopringgo dalam menerapkan Good Corporate 

Governance (GCG) dan menjalankan program 

pembangunan desa antikorupsi? 
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C. Batasan Masalah 

Batasan masalah diperlukan agar penelitian tetap 

terfokus pada topik utama dan tidak memiliki cakupan yang 

luas. Dengan adanya batasan masalah, peneliti dapat lebih 

terarah dan mendalam dalam menganalisis implementasi Good 

Corporate Governance (GCG) di desa Wonopringgo sebagai 

upaya pencegahan fraud di tingkat desa. 

D. Tujuan Dan Manfaat 

Tujuan 

1. Mengetahui prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

(GCG) dalam konteks pencegahan korupsi di tingkat desa. 

2. Menilai sejauh mana prinsip Good Corporate Governance 

(GCG) telah diterapkan di Desa Wonopringgo dalam konteks 

pencegahan korupsi. 

3. Mengetahui peran masyarakat dalam mendukung program 

desa anti korupsi sebagai upaya pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana korupsi. 

4. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam 

menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dan 

menjalankan program pembangunan desa antikorupsi. 

Manfaat 

a. Bagi pemerintah desa 

Memberikan informasi yang dapat digunakan oleh 

pemerintah desa sebagai dasar untuk meningkatkan tata 

kelola pemerintahan desa dalam pencegahan fraud 

b. Bagi akademisi 

Memberikan kontribusi akan pentingnya 

implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam 

pencegahan fraud di tingkat desa. 

c. Bagi penulis 

Penelitian ini dapat menjadi wadah pengetahuan 

bagi penulis tentang pentingnya implementasi Good 

Corporate Governance (GCG) dalam pencegahan fraud di 

tingkat desa. 
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d. Bagi masyarakat 

Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait 

pentingnya implementasi Good Corporate Governance 

(GCG) dalam pencegahan fraud di tingkat desa.. 

E. Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN mencakup gambaran 

mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

pembahasan. Sub-bab ini berisi dasar dan pengantar untuk 

memahami lingkup, tujuan, serta relevansi penelitian 

BAB II LANDASAN TEORI memuat teori-teori yang 

diperlukan dalam penelitian 

BAB III METODE PENELITIAN berisikan tentang 

rincian metode yang dilakukan dalam penelitian. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

membahasan hasil dari analisis yang didapat pada saat 

penelitian, memberikan pemahaman terhadap temuan. 

BAB V PENUTUP memberikan gambaran keseluruhan 

dari penelitian yang dilakukan, memberikan inspirasi untuk 

pengembangan pengetahuan lebih lanjut. Bab 5 menandakan 

akhir dari skripsi ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan mengenai implementasi Good 

Corporate Governance (GCG) dalam pencegahan fraud di Desa 

Wonopringgo, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan 

maka dapat disimpulkan: 

1. Implementasi prinsip transparansi sudah diterapkan dengan 

baik. Melalui berbagai mekanisme keterbukaan informasi, 

dimana pemerintah desa secara terbuka menyampaikan 

RKPDes dan APBDes kepada masyarakat melalui berbagai 

cara seperti: Baliho di depan balaidesa, web desa, dan kalender 

yang dibagikan pada tiap rumah, serta pemaparan pada saat 

msuyawarah dusun maupun desa yang secara tidak langsung 

melibatkan masyarakat dalam prinsip ini. Dengan adanya 

mekanisme pengaduan seperti layanan LaporLur! yang 

dimiliki Desa Wonopringgo berguna bagi masyarakat jika 

ingin melaporkan sesuatu hal tanpa harus dateng secara 

langsung ke Balaidesa. Implementasi prinsip akuntabilitas di 

Desa Wonopringgo sudah dijalankan dengan baik, hal tersebut 

dilihat dari penyusunan dan pelaporan APBDes secara berkala 

serta laporan keuangan lainnya yang dipublikasikan kepada 

masyarakat dan pemerintah daerah. Dengan adanya 

pengawasan secara langsung dari BPD dan masyarakat dapat 

meminimalisir terjadinya penyimpangan yang dilakukan 

pemerintah desa. Prinsip responsibilitas dalam pengelolaan 

keuangan desa ditunjukkan kepatuhan terhadap sistem 

penganggaran dan pelaporan yang sesuai dengan peraturan. 

Tidak adanya tekanan dari pihak luar yang disampaikan oleh 

beberapa narasumber dan melibatkan masyarakat dalam 

program pembangunan menandakan bahwa prinsip 

independensi telah diimplementasikan. Prinsip keadilan, 

pemerintah Desa Wonopringgo berusaha sebaik mungkin 

untuk menerapkan prinsip ini dengan setara, dapat dilihat dari 
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pelayanan yang sama kepada semua masyarakat dan melalui 

penggunaan dana desa. 

2.  Partisipasi masyarakat dalam sistem pengambilan keputusan 

dan perencanaan pembangunan telah menunjukkan 

perkembangan positif, dengan adanya musyawarah dusun dan 

musyawarah desa. Hal ini memungkinkan warga untuk ikut 

memberikan masukan, kritik, dan saran. 

3. Dengan adanya surat pernyataan kepala desa bersama 

Inspektorat Kabupaten dan kadis PMD Kabupaten yang 

menyatakan bahwa selama tiga tahun terakhir tidak ada 

aparatur desa yang terkena kasus korupsi menunjukkan bahwa 

implementasi Good Corporate Governance (GCG)  di Desa 

Wonopringgo telah diterapkan sebaik mungkin.  

4. Dengan adanya komitmen kepala desa dan perangkat desa, 

dukungan dan pengawasan dari masyarakat, serta dukungan 

teknologi dan digitalisasi membangun desa yang berkemajuan 

dan lingkungan pemerintahan yang bersih serta program 

pembangunan desa dapat berjalan dengan semestinya. Hal ini 

menjadikan hambatan yang biasanya muncul dapat diatasi 

lebih mudah. Komitmen untuk menghasilkan lingkungan 

pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel 

merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan 

keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat. 
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